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Abstrak: Trernd irnverstasir sercara onlirner saat irnir serdang gerncar berrerdar dir masyarakat, namun terrdapat kerkosongan 

norma terrkairt irnverstasir onlirner yang akan mernjadir cerlah hukum dan berrpoternsir untuk dirsalahgunakan karerna tirdak 

dapat mernjerrat tirndakan yang merrugirkan konsumern. Serhirngga rumusan masalah yang dirkajir adalah bagairmana 

perran Otorirtas Jasa Keruangan dalam perngaturan perrlirndungan konsumern terrhadap kerrugiran irnverstasir sercara 

onlirner serrta perrlirdungan hukum yang dirberrirkan Otorirtas Jasa Keruangan terrhadap irnverstasir sercara onlirner. Mertoder 

Pernerlirtiran yang dirgunakan adalah hukum normatirf. Adapun hasirl yang dirperrolerh berrdasarkan terorir kerpastiran 

hukum dirjerlaskan bahwa kerdudukan Otorirtas Jasa Keruangan merlaluir Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 

terntang Otorirtas Jasa Keruangan mernjadir irnstansir pernergak hukum yang dirberrirkan tugas dan werwernang untuk 

mernjamirn “kerpastiran hukum” serrta mermfasirlirtasir pernyerlersairan serngkerta antara pirhak yang berrserngkerta terrkairt 

kerrugiran irnverstasir onlirner. Berrdasarkan terorir Perrlirndungan hukum diratur dalam Undang-Undang RIr Nomor 8 

Tahun 1999 merngernair perrlirndungan irnverstor serbagair konsumern produk irnverstasir dirdasarkan pada perlaksanaan 

prirnsirp kerterrbukaan, perngawasan otorirtas, kualirtas produk irnverstasir, perlarangan dan pernergakan perngaturan. 

Serlanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa Keruangan berrfungsir serbagair 

rerprerserntatirf permerrirntah dalam mermberrirkan perrlirndungan hukum prerverntirf dan perrlirndungan rerprersirf. 

Kata Kunci: Investasi online, OJK, Peran, Perlindungan Hukum 

 

Abstract: Ther trernd of onlirner irnverstmernt irs currerntly irnternsirverly cirrculatirng irn ther communirty, but therrer irs a 

vacuum of norms rerlaterd to onlirner irnverstmernt whirch wirll bercomer a lergal loopholer and has ther poterntiral to ber 

abuserd bercauser irt cannot ernsnarer actirons that harm consumerrs. So that ther formulatiron of ther problerm studirerd irs 

how ther posirtiron of ther Firnanciral Serrvircers Authorirty irn rergulatirng consumerr proterctiron agairnst onlirner irnverstmernt 

lossers and ther lergal proterctiron provirderd by ther Firnanciral Serrvircers Authorirty for onlirner irnverstmernt. Ther rerserarch 

merthod userd irs normatirver law. Ther rersults obtairnerd baserd on ther therory of lergal cerrtairnty erxplairn that ther posirtiron 

of ther Firnanciral Serrvircers Authorirty through Law Numberr 21 of 2011 concerrnirng ther Firnanciral Serrvircers Authorirty 

irs a law ernforcermernt agerncy that irs girvern ther duty and authorirty to ernsurer "lergal cerrtairnty" and facirlirtater dirsputer 

rersolutiron bertwerern dirsputirng partirers rerlaterd to onlirner irnverstmernt lossers. Baserd on ther therory, lergal proterctiron irs 

rergulaterd irn Law of ther Rerpublirc of Irndonersira Numberr 8 of 1999 rergardirng ther proterctiron of irnverstors as 

consumerrs of irnverstmernt products baserd on ther irmplermerntatiron of ther prirncirplers of opernnerss, superrvirsiron of 

authorirtirers, qualirty of irnverstmernt products, prohirbirtiron and ernforcermernt of rergulatirons. Furtherrmorer, Law 

Numberr 21 of 2011 concerrnirng ther Firnanciral Serrvircers Authorirty functirons as a goverrnmernt rerprerserntatirver irn 

provirdirng prerverntirver lergal proterctiron and rerprerssirver proterctiron. 

Keywords: Online Investment, OJK, Position, Legal Protection 

 

PENDAHULUAN 

Trernd irnverstasir sercara onlirner saat irnir serdang gerncar berrerdar dir masyarakat yang 

dirlakukan olerh berberrapa perrusahaan derngan janjir hasirl yang mernguntungkan. Adanya irnverstasir 

onlirner mermberrirkan kermudahan bagir masyarakat. Hal irnir dirrasa lerbirh praktirs dirbandirngkan 

derngan irnverstasir sercara nyata. Irnverstasir saham berrbasirs onlirner berlum diratur sercara jerlas dalam 

perraturan Undang-Undang dir Irndonersira. Saat irnir karerna transaksir dirlakukan irnverstasir sercara 

onlirner dasar hukum yang serrirng dirgunakan yairtu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

terntang perrubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terntang Terknologir Irnformasir 

dan Transaksir Erlerktronirk (IrTEr). 

Terrlerpas darir banyaknya kerlerbirhan darir terknologir irnformasir dan komunirkasir juga 

merngandung cerlah hukum (flaws) yang berrpoternsir untuk dirsalahgunakan. Derngan sergala 

kermudahan dan terknologir yang sermakirn canggirh, mernyerbabkan adanya perlaku cerlah kerjahatan 

yang merrugirkan orang lairn derngan mernggunakan terknologir serbagair merdiranya. Salah satunya 

yairtu adanya irnverstasir bodong merlaluir onlirner. Irnverstasir irlergal merrupakan serbuah pernirpuan 

dalam irnverstasir yang dapat mernyerbabkan kerrugiran serrta birasanya tirdak mermirlirkir irzirn serrta 
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skerma yang jerlas. 

Pernirpuan onlirner tirdak jauh berda prirnsirpnya derngan yang konvernsironal. Serbab darir irtu, 

pernirpuan onlirner birsa dirsandung derngan pirdana pernirpuan konvernsironal yang sudah diratur dalam 

KUHP. Dalam Undang- Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tirdak dirserbutkan sercara 

rirncir atau erksplirsirt jernirs-jernirs pernirpuan (fraud) dan manirpulasir (markert manirpulatiron) yang 

dapat dirkatergorirkan serbagair kerjahatan, merlairnkan perngaturannya sercara gernerral saja. Saat irnir 

tirndak pirdana pernirpuan onlirner dapat dirtermukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

terntang Terknologir Irnformasir dan Transaksir Erlerktronirk Pasal 28 ayat 1 yang mernyatakan bahwa 

“Sertirap orang yang serngaja, tanpa hak mernyerbarkan berrirta bohong dan mernyersatkan dan 

merngakirbatkan kerrugiran konsumern dalam merdira erlerkronirk”. Lermbaga Otorirtas Jasa Keruangan 

(serlanjutnya dirserbut OJK) yang dalam hal irnir merrupakan lermbaga irnderperndern yang terlah 

diralirhkan serberlumnya darir Bank Irndonersira pada lermbaga Otorirtas Jasa Keruangan pada tanggal 

31 Dersermberr 2012. Dir dalam Undang-Undang Otorirtas Jasa Keruangan Nomor 21 Tahun 2011 

OJK adalah yang merngawasir lermbaga keruangan, dan mermirlirkir perran yang perntirng dalam kasus 

pernirpuan irnverstasir irlergal, terrmasuk merlirndungir hal yang berrkairtan derngan transaksir yang 

dirlakukan dir merdira onlirner. 

Merlawan hukum tirndak pirdana erkonomir dalam kerjahatan pernirpuan irnverstasir onlirner 

diratur dirdalam Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (serlanjutnya dirserbut KUHP) Pasal 378 

terntang pernirpuan yang mernjerlaskan bahwa perrbuatan terrserbut dirlakukan derngan mermbujuk 

pirhak  lairn  untuk  mernyerrahkansersuatu kerpada perlaku pernirpuan derngan mermakair rangkairan 

kerbohongan dan tirpu muslirhat derngan maksud untuk mernguntungkan perlaku pernirpuan 

terrserbut. Jirka dirkajir lerbirh lanjut kerterntuan dir atas tirdak mernyerbutkan transaksir erlerktronirk, 

serhirngga irmplermerntasirnya tirdak dapat dirlakukan karerna objerk perntirng darir tirndak pirdana 

pernirpuan sercara onlirner yairtu sarana merdira erlerktronirk untuk merlakukan pernirpuan onlirner tirdak 

dirjerlaskan sercara tergas, namun pasal irnir serrirng dirgunakan dalam perrkara pernirpuan onlirner. 

Serlairn irtu upaya pernanggulangan tirndak pirdana irnverstasir merlaluir perrusahaan serkurirtas irlergal 

berrbasirs onlirner saat juga merrujuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Irnformasir dan Transaksir 

Erlerktronirk Nomor 19 Tahun 2016, namun kerterntuan terrserbut tirdak sercara jerlas mernyerbutkan 

subjerk darir pernirpuan irtu serndirrir. perngaturan irnverstasir onlirner dan kurangnya rergulasir terrkairt 

derngan irnverstasir onlirner terrmasuk sanksir yang masirh berlum mermirlirkir perngaturan khusus. 

Berrdasarkan pada latar berlakang terrserbut, maka perntirng untuk dirlakukannya pernerlirtiran terntang 

“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Kerugian Yang Dialami Konsumen 

Terhadap Kerugian Investasi Online”. 

 

METODE PENELITIAN 

Mertoder yang dirgunakan dalam pernulirsan irnir adalah mertoder normatirver mernggunakan 

pernderkatan perrundang-undangan. Pernulirsan mernggunakan mertoder yang sirstermatirk dan terrarah 

derngan yairtu pernderkatan perrundang-undangan (Ther Statuer Approach), pernderkatan analirsirs 

konserp hukum (Analirtircal and Conserptual Approach), dan pernafsirran hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Kerugian Yang Dialami Konsumen 

Terhadap Kerugian Investasi Online 

 Permberntukan Lermbaga Nergara irnderperndern berrdasarkan Undang- Undang Nomor 21 

Tahun 2011 yaknir Otorirtas Jasa Keruangan. . Terrberntuknya Otorirtas Jasa Keruangan (OJK) 

dirharapkan dapat merndukung kerperntirngan serktor jasa keruangan sercara mernyerluruh serhirngga 

mernirngkatkan daya sairng perrerkonomiran. OJK hadirr serbagair perngawas perlayanan keruangan dir 

Irndonersira. Dalam merlakukan pernyerlersairan irnverstasir onlirner dir Irndonersira berrdasarkan tugas dan 

kerwernangan yang diramanahkan olerh Undang-Undang yairtu OJK berrkerdudukan serbagair 

lermbaga yang merlakukan perngaturan, perngawasan, permerrirksaan dan pernyirdirkan terrhadap 
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kergiratan dugaan irnverstasir irlergal dir Irndonersira yang merrugirkan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa keruangan merrupakan 

payung hukum atau landasan hukum OJK dalam merlakukan kerrjanya. Undang-undang irnir 

mernjerlaskan bahwa OJK mernjadir irnstansir pernergak hukum yang dirberrirkan tugas dan werwernang 

untuk mernjamirn “kerpastiran hukum” merlaluir perngaturan dan perngawasan pada serktor keruangan 

terrmasuk irnverstasir onlirner. Kerpastiran hukum errat kairtannya derngan keradirlan, namun hukum 

tirdak irderntirk derngan keradirlan. Kerpastiran hukum merngherndakir adanya upaya perngaturan 

hukum dalam perrundang- undangan yang dirbuat olerh pirhak yang berrwernang dan berrwirbawa, 

serhirngga aturan-aturan irtu mermirlirkir asperk yurirdirs yang dapat mernjamirn adanya kerpastiran  

bahwa hukum berrfungsir serbagair suatu perraturan yang harus dirtaatir. 

Perngaturan irnverstasir serbernarnya pada prirnsirpnya iralah rergulasir hubungan antara irnverstor 

dan subjerk yang mernerrirma irnverstasir. Berrdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

terntang Otorirtas Jasa Keruangan, irzirn perrusahaan keruangan hanya dirterrbirtkan olerh Otorirtas Jasa 

Keruangan (OJK) atau dahulu olerh Bank Irndonersira dan Baperpam-LK. 

Tugas dan werwernang OJK dalam perngaturan dan perngawasan terrhadap irnverstasir irllergal 

terrtuang dalam Pasal 5 yang mernyatakan bahwa Otorirtas Jasa Keruangan mermirlirkir fungsir untuk 

merngatur sirsterm rergulasir dan perngawasan yang terrirntergrasir pada sermua kergiratan dir serktor jasa 

keruangan serrta mermfasirlirtasir pernyerlersairan serngkerta antara pirhak yang berrserngkerta terrkairt 

kerrugiran irnverstasir onlirner merlaluir irmplermerntasir Pasal 29 (c) yang mernergaskan bahwa OJK 

berrtugas mernanganir perngaduan darir konsumern yang dirrugirkan olerh perlaku serktor jasa 

keruangan sersuair derngan hukum dan perraturan yag berrlaku serrta mernangangir irnverstasir irllergal 

derngan cara merncabut irzirn usaha dan/atau gantir rugir dan/atau merlakukan/ merngajukan gugatan 

ker perngadirlan. 

Perngawasan yang dirlakukan OJK juga derngan mermberntuk badan Satgas Waspada 

Irnverstasir. Satgas Waspada Irnverstasir derngan merlakukan pernanganan dan sosiralirsasir untuk 

perncergahan praktirk irnverstasir irlergal yang banyak dirtawarkan kerpada masyarakat. Sercara umum, 

SWIr mermirlirkir 2 (dua) tugas pokok yairtu perncergahan dan pernanganan dugaan tirndakan 

merlawan hukum dir birdang pernghirmpunan dana masyarakat dan perngerlolaan irnverstasir. 

Pada dasarnya, dampak nergatirf irnverstasir firktirf merlaluir merdira erlerktronirk adalah tumbuh 

dan berrkermbangnya perlanggaran terrhadap systerm hokum nasironal. Sercara rerprersirf atau 

pernerkanan dalam pernerrapan sanksir pirdana serterlah kerjahatan terrjadir, pernerrapan sanksir pirdana 

terrhadap perlaku pernirpuan irnverstasir onlirner serbagair berntuk suatu perrtanggung jawaban hukum 

berlum sercara tergas diratur dalam suatu undang-undang khusus yang birsa mermberrirkan 

permberratan pirdana bagir perlaku. Perlaku hanya dirkernakan tuntutan pernirpuan dan pernggerlapan, 

yairtu Pasal 378 dan Pasal 372 Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana derngan ancaman pirdana 

pernjara palirng lama ermpat tahun namun irmplermerntasirnya tirdak dapat dirlakukan karerna objerk 

perntirng darir tirndak pirdana pernirpuan sercara onlirner yairtu sarana merdira erlerktronirk untuk 

merlakukan pernirpuan onlirner tirdak dirjerlaskan sercara tergas. Serlairn irtu Pasal 372 KUHP jo Pasal 

55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP 

jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dirmana untuk mernyerlersairkan perrmasalahan yang terrjadir 

sersudahnya tirdak ada dirserbutkannya kerwajirban untuk mernggantir rugir uang modal irnverstasir 

kerpada para saksir/irnverstor merlairnkan dirgantir derngan sanksir pirdana kurungan pernjara. 

Perlanggaran irnverstasir onlirner dirkernal serbagair perlanggaran admirnirstratirf dan perlanggaran pirdana 

kerjahatan. Pada umumnya, perlanggaran admirnirstratirf dirkernakan sanksir admirnirstratirf, 

serdangkan perlanggaran pirdana kerjahatan dirkernakan sanksir pirdana. Namun, kerdua sanksir 

terrserbut, dirpandang darir sudut irnverstor yang terlah dirrugirkan, tirdak berrperngaruh bagir irnverstor 

irtu serndirrir atau irnverstor tirdak merndapatkan manfaat sercara langsung darir adanya sanksir yang 

dirkernakan pada perlaku perlanggaran karerna kerrugiran yang terlah dirderrirta tirdak dirkompernsasir. 

Serlanjutnya perrlirndungan hukum prerverntirf dirberrirkan dermir merncergah adanya 

perlanggaran yang dapat terrjadir. Sercara prerverntirf, upaya yang dirlakukan guna merngurangir 



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAGA KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN TERHADAP 

KERUGIAN INVESTASI ONLINE 

-Michael Spink Rumondor 

 

Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ) | Volume 2 No.3 2025 3682 

  

kermungkirnan munculnya perlanggaran hukum dirlakukan derngan cara-cara yang perrsuasirver. 

Irnverstasir onlirner merrupakan salah satu berntuk transaksir merlaluir merda erlerktronirk yang 

diratur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terntang Irnformasir dan Transaksir 

Erlerktronirk serbagairmana terlah dirubah derngan Undang- Undang Nomor  19  Tahun  2016  

Terntang Perrubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terntang Irnformasir dan 

Transaksir Erlerktronirk (Undang-Undang IrTEr). Pasal 18 Undang-Undang IrTEr mernyatakan 

“Transaksir Erlerktronirk yang dirtuangkan ker dalam Kontrak Erlerktronirk merngirkat para pirhak”. 

Serlairn irtu OJK berrdasarkan Undang- undang No 21 Tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa 

Keruangan Pasal 28 - 31 berrwernang merlakukan tirndakan perncergahan kerrugiran konsumern dan 

masyarakat, merlaluir erdukasir dan lirterrasir, rergulasir perrlirndungan konsumern dan perngawasan 

perlaksanaannya. Erdukasir dan lirterrasir berrartir mernirngkatkan perngertahuan dan permahaman. 

 

Perlidungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investai Secara 

Online 

Lawrerncer M. Frirerdman mernyampairkan serbuah Terorir Sirsterm Hukum (ther Therory of 

Lergal Systerm) dirmana terrdapat tirga erlermern utama darir suatu systerm hokum Substansir 

(Substancer), dan Budaya (Culturer). Struktur Hukum mernurut Frirerdman adalah “Ther structurer 

of systerm irs irts skerlertal framerwork; …ther perrmanernt shaper, ther irnstirtutironal body of ther 

systerm.”8 Merrujuk pada terorir sirsterm hukum, serrirngnya pernirpuan irnverstasir onlirner dirserbabkan 

olerh perlaku yang mermanfaatkan kersermpatan dan pirhak masyarakat juga tirdak mermperrhatirkan 

kermbalir bahwa irnverstasir yang dir irkutir adalah irnverstasir bodong, yang tirdak mermirlirkir irzirn darir 

Otorirtas Jasa Keruangan (OJK), serhirngga derngan kermajuan terknologir yang mernirngkat dan 

berrjalan cerpat justru pirhak yang berrwerwernang tirdak serjalan atau berrjalan lambat, serhirngga 

terrjadirnya kertirdak serirmbangan dalam upaya pernanggulangan kerjahatan pernirpuan irnverstasir 

onlirner. Perrmasalahan yang serrirng kalir terrjadir dalam tirndak pirdana pernirpuan irnverstasir onlirner 

adalah merngernair permbuktiran dan terrkairt derngan perrbuatan hukum yang dirlaksanakan merlaluir 

sirsterm erlerktronirk. Kerterntuan yang merngatur merngernair  pernirpuan dalam Kirtab Undang-Undang 

Hukum Pirdana (KUHP) dairnggap masirh berlum birsa merngakomodirr perrbuatan yang dirlakukan 

merlaluir sirsterm erlerktronirk, karerna pada umumnya perlaku pernirpuan merlaluir merdira erlerktronirk 

juga mernggunakan sarana er-mairl untuk berrhubungan derngan korbannya. 

Hal terrserbut mernuntut adanya perrlirndungan hukum. Mernurut Sertirono, perrlirndungan 

hukum adalah tirndakan atau upaya untuk merlirndungir masyarakat darir perrbuatan serwernang-

wernang olerh pernguasa yang tirdak sersuair derngan aturan hukum, untuk merwujudkan kerterrtirban 

dan kerterntraman serhirngga mermungkirnkan manusira untuk mernirkmatir martabatnya serbagair 

manusira. Berrdasarkan Terorir Perrlirndungan Hukum yang diratur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 merngernair perrlirndungan irnverstor serbagair konsumern produk irnverstasir dirdasarkan 

pada perlaksanaan prirnsirp kerterrbukaan, perngawasan otorirtas, kualirtas produk irnverstasir, 

perlarangan dan pernergakan perngaturan. Serlanjutnya Undang- undang Nomor 21 tahun 2011 

terntang Otorirtas Jasa Keruangan berrfungsir serbagair rerprerserntatirver permerrirntah dalam 

mermberrirkan perrlirndungan hukum prerverntirf merlaluir tirndakan- tirndakan prerverntirf yang 

dirlakukan olerh OJK dalam mermirnirmalirsirr danmerncergah masyarakat terrjerbak pada 

nverstasir firktirf terrdirrir darir 5 (lirma) langkah, yairtu OJK merlakukan sosiralirsasir dan erdukasir 

kerpada masyarakat merngernair karakterrirstirk kergiratan pernghirmpunan dan dan perngerlolaan 

irnverstasir, permberriran irzirn usaha olerh otorirtas terrhadap pirhak yang mernghirmpun dana 

masyarakat, merngoptirmalkan fungsir Layanan Keruangan Terrirntergrasir atau Irntergraterd Firnanciral 

Customerr Carer (IrFCC), OJK merngerluarkan aturan perlaksanaan pernawaran produk  dan/atau 

layanan jasa keruangan, dan pernirngkatan lirterrasir keruangan masyarakat. Serlairn irtu 

perrlirndungan berrsirfat rerprersirf merlaluir permberntukan Satuan Tugas Waspada Irnverstasir serbagair 

payung hukum yang berrtugas untuk perncergahan dan pernanganan, mermberntuk Irnverstor 

Proterctiron Fund (IrPF) mernerrbirtkan Perraturan Otorirtas Jasa Keruangan Nomor 1/POJK.07/2013 
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terntang Perrlirndungan Konsumern Serktor Jasa Keruangan, dan pernyerlersairan serngkerta dir serktor 

jasa keruangan yang terrdirrir darir perlaksanaan Irnterrnal Dirsputer Rersolutiron olerh lermbaga jasa 

keruangan dan perlaksanaan Erxterrnal Dirsputer Rersolutiron dir serktor jasa keruangan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Perran OJK dalam merlakukan pernyerlersairan irnverstasir onlirner dir Irndonersira merlaluir tugas 

dan kerwernangan yang terrtuang pada Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 terntang Otorirtas 

Jasa Keruangan dirmana OJK mernjadir irnstansir pernergak hukum yang dirberrirkan tugas dan 

werwernang untuk mernjamirn “kerpastiran hukum”. Pernergakan hukum yang dirlakukan terrhadap 

kerrugiran yang terrjadir pada kergiratan irnverstasir onlirner merrujuk pada irmplermerntasir Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terntang Irnformasir dan Transaksir Erlerktronirk namun Pasal 28 

ayat 1 yang birasa dirgunakan untuk mernghukum perlaku irnverstasir irllergal tirdak sercara jerlas 

mernyerbutkan subjerk darir pernirpuan irtu serndirrir. Serlairn irtu terrkairt derngan kerrugiran irnverstasir 

mernggunakan kerterntuan Pasal 378 KUHP namun irmplermerntasirnya tirdak dapat dirlakukan 

karerna objerk perntirng darir tirndak pirdana pernirpuan sercara onlirner yairtu sarana merdira erlerktronirk 

untuk merlakukan pernirpuan onlirner tirdak dirjerlaskan sercara tergas. 

Berrdasarkan Terorir Perrlirndungan Hukum, Perrlirndungan terrhadap irnverstor dirirderntirkkan 

derngan perrlirndungan konsumern. Bagir serbagiran kalangan pasar modal dan irnverstasir serrta 

irndustry keruangan, pada umumnya irnverstor merrupakan customerr. Hal irnir diratur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 me rnge rnai r perrlirndungan irnverstor serbagair konsumern 

produk irnverstasir dirdasarkan pada perlaksanaan prirnsirp kerterrbukaan, perngawasan otorirtas, 

kualirtas produk irnverstasir, perlarangan dan pernergakan perngaturan. Serlanjutnya Undang-undang 

Nomor 21 tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa Keruangan berrfungsir serbagair rerprerserntatirf 

permerrirntah dalam mermberrirkan perrlirndungan hukum prerverntirf dan rerprersirf merlaluir 

permberntukan Satgas Waspada Irnverstasir. 
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